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ABSTRAK 

Permasalahan pelanggaran peraturan tentang Pemilihan Umum terutama pelanggaran kampanye 

pemilu, permasalahan tindak pidana pemilu lainnya, permasalahan money politics, kecurangan 

dalam proses pemilihan dan pengitungan suara sudah sangat mungkin mempengaruhi hasil 

pemilu, secara hukum permasalahan tersebut diberikan jalur-jalur penyelesaiannya baik secara 

adminitratif, maupun dengan hukum acara pidana untuk pelanggaran pidana, dan berujung pada 

upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu dalam sengketa hasil pemilu 

melalui Proses Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Perkembangan 

bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan 

angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan 

kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan 

Pemilu. Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (the 

guardian of democracy). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus 

paling akhir atas sengketa Pemilukada. Peran yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi 

menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi 

tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi. 

KATA KUNCI: Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Pemilu Di Indonesia 

 

ABSTRACT 

Problems of violations of regulations regarding General Elections, especially violations of 

election campaigns, problems of other election crimes, problems of money politics, fraud in the 

election process and vote counting are very likely to influence the election results, legally these 

problems are given ways to resolve them both administratively and by criminal procedural law 

for criminal violations, and culminates in the final legal remedy that can be taken by election 

participants in disputes over election results through the Election Results Dispute Process 

(PHPU) at the Constitutional Court. The development of disputes over election results in the 

Constitutional Court is not only related to determining the election results obtained by election 

contestants, but is also related to the quality of election implementation. The Constitutional 

Court will also assess the substance of the election implementation. The Constitutional Court 

also carries out its function as the guardian of democracy. In guarding democracy, the 

Constitutional Court is the final decision on regional election disputes. This role makes the 

Constitutional Court realize that decisions do not only concern competing candidates but 

determine the fate of the people and democracy. 
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PENDAHULUAN 

Kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana 

kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 

Kemudian kewenangan tersebut diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 

Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Oleh 

karena itu dengan sendirinya perselisihan hasil Pemilu meliputi ketiga jenis Pemilu tersebut, 

yaitu Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu anggota DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi. Namun telah terjadi perkembangan cakupan pengertian Pemilu yang dengan 

sendirinya memengaruhi jenis perselisihan hasil Pemilu yang menjadi wewenang Mahkamah 

Konstitusi. Perkembangan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait 

dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung 

(Pilkada) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan 

pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya 

harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. Putusan ini mempengaruhi pembentuk undang-

undang yang selanjutnya melakukan pergeseran Pemilukada menjadi bagian dari Pemilu. 

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari 

pemilihan umum. Perubahan Pemilukada dari pemerintahan daerah ke Pemilu dilanjutkan 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari 

Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya 

undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung 

dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan 

hasil Pemilukada menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian jenis 

pemilu di mana sengketa hasilnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili 

dan memutus adalah meliputi: 

1. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR,  DPD, dan DPRD. 
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2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). 

 

Terkait pemilukada, Mahkamah Konstitusi memperluas objek perselisihan hasil pemilukada 

yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 

1. Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau 

KPU/KIP  kabupaten/kota yang mempengaruhi: 

a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau 

b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

2. Proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena 

terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang 

dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran 

pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga 

permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 

pemungutan suara.  

3. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

proses pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan 

suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilukada, termasuk syarat calon 

kepala daerah atau wakil kepala daerah. 

Perluasan kewenangan itu menandakan 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, penegasan bahwa 

selain menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga 

menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy). Dalam mengawal 

demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pemilukada. Peran 

yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya 

menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan 

demokrasi terutama di daerah di mana Pemilukada digelar. Kedua, Pemilihan kepala daerah 

menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 

karena hanya sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, 

Mahkamah Konstitusi harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses 

penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, 

maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam 

segala aspek. 

PEMBAHASAN 

PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI INDONESIA 

Pemilihan Umum berasal dari kata general election yang dimaknai sebagai sebuah 

pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh 

kursi (legislatif dan eksekutif). Kata election sendiri dimaknai sebagai sebuah proses memilih 

seseorang untuk menjabat sebuah posisi tertentu. Menurut Turpin dan Tomkins menjelaskan 

bahwa terjadi perkembangan pemahaman mengenai Pemilu (general election) yang pada 

mulanya merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih luas menjadi 

pemilihan pemerintahan. Tujuan pemilu dalam suatu negara yang demokratis dirumuskan oleh 

Jimly Asshiddiqie yaitu: 
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1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai. 

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan 

rakyat di lembaga perwakilan. 

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 

4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga Negara.  

Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka 

untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil 

yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi akibat pelanggaran atau permasalahan dalam proses atau hasil pemilu. 

Dalam perspektif Huefner penyebab timbulnya permasalahan hasil Pemilu dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, yaitu: 

1. Fraud. Kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan dari para kandidat yang curang, di 

mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. 

Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas Pemilu lainnya 

yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya. 

2. Mistake. Kekhilafan yang dilakukan oleh petugas Pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut 

tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum Pemilu atau 

melalui proses penghitungan sementara atau melalui sebuah proses penghitungan ulang. 

3. Non-fraudulent misconduct. Perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam Pemilu, 

melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil 

dari Pemilu. Misalnya dicontohkan oleh Heufner, sekelompok calon sengaja melakukan 

tindakan memecah suara calon lain agar calon tertentu meningkat perolehan suaranya. 

4. Extrinsic events or acts of God. Penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil Pemilu 

adalah terdapatnya peristiwa alamiah (acts of God) di luar kemampuan manusiawi petugas 

administrasi Pemilu. Menurut Heufner mencontohkan terjadinya Badai Katrina di New 

Orleans yang memengaruhi Pemilu lokal satu bulan setelahnya. 

Terkait perselisihan pemilu di Indonesia, apabila dilihat dari sejarah pemilu Indonesia, pada 

Pemilu tahun 1955 tidak terdapat sengketa, aturan Pemilu dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh oleh peserta maupun pendukungnya. Pemilu 1971 yang penyelenggaraannya berada di 

bawah arahan Presiden dengan menjadikan menteri dalam negeri sebagai Ketua Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU) juga tidak memiliki sengketa Pemilu. Namun hal itu bukan berarti tidak 

terdapat permasalahan penyelenggaraan atau perselisihan terhadap hasil Pemilu. Peserta Pemilu 

lebih banyak tidak mengemukakan sengketa yang terjadi lebih dikarenakan takut dituduh sebagai 

pengikut Partai Komunis Indonesia. Presiden yang ketika itu juga bertindak sebagai “hakim” 

yang menyelesaikan sengketa Pemilu dapat saja menjadikan isu politik untuk menekan pihak-

pihak yang mempertanyakan hasil penyelenggaraan Pemilu sehingga sengketa Pemilu tidak 

timbul kepermukaan. 

Pemilu selanjutnya yang hanya melibatkan dua partai dan satu golongan (1977, 1982, 1987, 

1992, dan 1997) juga tidak memunculkan sengketa Pemilu. Upaya 2 (dua) partai, yakni: Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mempertanyakan 

terdapatnya pelanggaran Pemilu juga tidak berakhir dengan penyelesaian demokratis. Hal ini 

karena pemerintahan Orde Baru mampu menutupi permasalahan Pemilu, maka sengketa hasil 

Pemilu tak sepenuhnya menemukan ruang penyelesaian. Protes dua partai atas hasil Pemilu yang 
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memenangkan Golongan Karya (Golkar) berakhir ketika Presiden memberikan rekomendasi 

kepada Mendagri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU). 

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 yang merupakan pesta 

demokrasi pertama pascareformasi memiliki sengketa Pemilu yang melibatkan 27 (dua puluh 

tujuh) partai politik dari 48 (empat puluh delapan) partai politik yang menjadi kontestan Pemilu. 

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU ditolak oleh 27 partai dengan alasan tidak 

melalui proses yang menggambarkan diterapkannya asas jujur dan adil. Sengketa tersebut 

kemudian diserahkan oleh Presiden kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), namun oleh 

Panwaslu hasil penghitungan tersebut dianggap telah sah yang kemudian ditetapkan oleh 

Presiden. Sengketa tersebut juga dibawa ke Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya 

puncak kekuasaan kehakiman ketika itu, akan tetapi oleh MA gugatan tersebut ditolak 

dikarenakan MA berpendapat yang berhak menentukan sah atau tidaknya hasil Pemilu adalah 

Panwaslu. 

Apabila kita cermati dalam perkembangannya saat ini terhadap perselisihan hasil Pemilu, 

sebagaimana ditentukan UUD 1945, diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal 

tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka dapat dikatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi 

di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik 

tersebut menjadi sangat penting, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini 

merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Mahkamah Konstitusi dimana dalam pemilu 

2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan 

kepada Mahkamah Konstitusi, jumlah tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan dibanding 

pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara, 

pada saat itu Pemilu tahun 2009 di Indonesia mempergunakan sistem multi partai dengan 42 

partai politik yang menjadi peserta pemilu baik partai politik nasional maupun partai politik lokal 

di Aceh. Jumlah partai politik peserta pemilu yang sangat banyak tersebut tentunya membuat 

proses pemilu berjalan lebih rumit, termasuk dalam hal penyelesaian berbagai sengketa yang 

muncul. Oleh karena itu, permasalahan Pemilu di Indonesia pada dasarnya meliputi beberapa 

hal, yaitu: 

1. Tindak pidana Pemilu 
Tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara 

pidana. Walaupun, sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso, tidak terdapat 

pengertian yang jelas dalam peraturan  perundang-undangan yang mendefenisikan apa itu 

tindak pidana Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana Pemilu yang 

kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Apabila kepolisian menemukan cukup 

bukti, perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sebagaimana kasus pidana 

lainnya, perkara tersebut melalui kejaksaan akan dilimpahkan kepada peradilan. 

2. Pelanggaran administrasi Pemilu 
Terkait pelanggaran administrasi Pemilu, akan diserahkan kepada KPU/KPUD dengan 

dibantu oleh data-data dari Bawaslu dan/atau Panwaslu. Dalam hal ini Bawaslu dan 

Panwaslu hanya berfungsi mengumpulkan data-data terkait pelanggaran administrasi. 

3. Sengketa yang timbul dalam penyelengaraan Pemilu 
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Mengenai sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu diserahkan 

penyelesaiannya kepada Bawaslu dan Panwaslu. Permasalahan hukum tersebut satu-

satunya yang diserahkan kepada Bawaslu dan Panwaslu untuk menyelesaikannya. Namun 

dikarenakan lembaga Bawaslu dan Panwalu bukanlah lembaga peradilan, maka seringkali 

putusan-putusannya tidak dipatuhi oleh banyak pihak-pihak  yang bersengketa. 

4. Perselisihan hasil Pemilu 
Terhadap perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana ditentukan UUD 1945, diselesaikan 

melalui Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 

juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Permasalahan pelanggaran peraturan tentang Pemilihan Umum terutama pelanggaran 

kampanye pemilu, permasalahan tindak pidana pemilu lainnya, permasalahan money politics, 

kecurangan dalam proses pemilihan dan pengitungan suara sudah sangat mungkin 

mempengaruhi hasil pemilu, secara hukum permasalahan tersebut diberikan jalur-jalur 

penyelesaiannya baik secara adminitratif, maupun dengan hukum acara pidana untuk 

pelanggaran pidana, dan berujung pada upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh peserta 

pemilu dalam sengketa hasil pemilu melalui Proses Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di 

Mahkamah Konstitusi. 

Pada kewenangan sengketa hasil Pemilu, maka penyelesaian melalui sebuah lembaga 

peradilan. Dengan mempercayakan pada lembaga peradilan hal itu diharapkan dapat menjamin 

segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam konstitusi, karena negara-negara di dunia beranggapan bahwa dalam 

pemilu terdapat hak-hak dari warga negara yang merupakan HAM dan kebanyakan diakui oleh 

konstitusi negara-negara di dunia, sehingga untuk menjamin hak tersebut ditegakan maka 

penyelesaian sengketa pemilu harus diberikan kepada pengadilan. Pada perkembangannya 

banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa pemilu kepada lembaga 

peradilan baik itu pengadilan biasa, pengadilan administratif, maupun pengadilan Mahkamah 

Konstitusi. 

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak 

sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan 

juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga menilai 

substansi pelaksanaan Pemilu. Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil 

(jujur dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila 

pelaksanaan Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan 

penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau Pemungutan suara 

(Pemilu) ulang. 

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu, Mahkamah bukan hanya sebagai 

lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah 

disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and local legal remedies 

(penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang terkait pidana Pemilu dan sengketa administrasi 

Pemilu semata. Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa  Pemilu merupakan lembaga peradilan 

pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu, sehingga memang 

berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait 
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dengan angka signifikan hasil akhir Pemilu juga Mahkamah juga mengadili konstitusionalitas 

pelaksanaan Pemilu. 

Perkembangan putusan dari sekadar hanya mengkaji mengenai kuantitatif (angka-angka 

hasil Pemilu) yang kemudian juga mempermasalahkan kualitatif (terpenuhinya asas-asas 

konstitusionalitas) dari pelaksanaan Pemilu. Sehingga terkait dengan perkara yang bersifat 

melanggar kualitatif Pemilu akan menjadi perhatian (concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-

prinsip Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 dilanggar. 

Contohnya terdapat dalam perkara Nomor 062/PHPU-B-II/2004. Perkara yang diajukan oleh 

Pasangan Calon Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004 tersebut 

menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga melindungi asas-asas 

konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu. Selengkapnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

“Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar 

secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh 

Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa Pemilu dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri…Menimbang bahwa berbagai hal 

yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah disediakan mekanisme 

penyelesaiannya oleh UU Pilpres, baik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai 

dari pendaftaraan pemilih  sampai dengan penetapan hasil Pemilu, maupun pada setiap jenjang 

penyelenggaraa  Pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi 

sampai KPU. Mekanisme dimaksud akan berjalan apabila peserta Pemilu mengajukan 

keberatan yang harus mendapat tanggapan dan ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu), KPU, dan aparat penyidik…menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam 

sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai 

sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk 

sectoral and local legal remedies, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama 

dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan 

dan diumumkan oleh KPU [vide Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat (2) huruf 

b dan Pasal 75 UUMK], sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu 

angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian 

(concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 

sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar”. 

Maka Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 062/PHPU-B-II/2004 menyatakan 

bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif 

Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) 

dan ayat (5) UUD 1945 yang intinya menentukan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

Terkait pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD kabupaten/kota telah berlangsung sesuai tahapan penyelenggraan pemilihan umum 

sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 7 
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tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. 

Sebagaimana amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemilihan umum telah memberikan 

kewenangan, fungsi dan kewajiban kepada peserta pemilu (partai politik), dan lembaga 

penyelenggara pemilihan umum khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk 

menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil (luber dan jurdil). Atas dasar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) tersebut setiap peserta pemilu dapat melakukan keberatan atau gugatan atas perlakuan 

yang diterapkan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jika dalam pelaksanaan 

kegiatan pemilu tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajibannya. Dalam rangka 

menghadirkan semangat keadilan bagi seluruh peserta pemilu (Parpol), maka peserta pemilihan 

umum maupun perseorangan calon anggota legislatif dapat mengajukan keberatan terhadap 

setiap tindakan penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan mekanisme yang diatur Undang-

undang dan peraturan-peraturan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). 

PENUTUP 

Mahkamah bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai 

sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk 

sectoral and local legal remedies (penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang terkait pidana 

Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu semata. Mahkamah Konstitusi dalam hal 

sengketa  Pemilu merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihan hasil Pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu 

selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil akhir Pemilu juga 

Mahkamah juga mengadili konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu. 
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